
GI]BER}IUR LAMPT]NG

KEPUTUSAN GUBERITUR LAMPI'NG
NOMOR tGl w tv.Ozl,gir.t2ci2t

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BN)AN LAYANAN UMUM DAERAII PAI'A
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (l)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 20 18
tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 17 ayat
(4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2O2O
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
UPID Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
disebutkan Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan
dengan Keputusa-n Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib
administrasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan
Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Telcris
Daerah Balai t aboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ke{a;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelolaal Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat
Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2O2O
tentang Pola Tata Kelola Badan l,ayanan Umum Daerah
UPID Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemimpin
Nama
NIP/Pangkat

Jabatan
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MEMUTUSKAIII:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPATT PA'ABAT
PENGELOLA SEBAGN PEMIMPIN BADAN LAYAITAN UMUM
DAERAH PN)A UNIT PELAXSANA TEKITIS DAERAH BALAI
LABORATORIUM I(ESEHATAil DIITAS KESEIIATAN
PROVINSI LAMPUNG.

Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai L,aboratorium Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1

Ns. Leni Yurina, S.Kep., M.M
19670513 199003 2 007/Pembina
rk. r (rv/b)
Kepala UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung

2. Pejabat Keuangan dan Administrasi Umum
Nama : Indra Susanti, S.E
NlP/Pangkat : 19680801 1992032OO7 lPenataTk. I

(rrr.d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Balai Laboratorium Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung

3. Pejabat Teknis Pelayalan Laboratorium
Nama : Dyah Puspita Sari, S.Farm., Apt
NlP/Pangkat : 19800809 201101 2 0O4/Penata Tk. I

(rrr.d)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

4. Pejabat Teknis Pengendalian Mutu Laboratorium
Nama : Desi Fitri Yani, SKM., M.Kes
NlP/Pangkat : 19751202 200604 2 O09/Penata (IIl.c)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu

Laboratorium UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi l"ampung

Pemimpin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD
agar lebih efisien dan produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta
keu a-jiban lainnya sesuai dengaa kebijal<an yang telah
ditetapkan kepala daerah;
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c

d

e

menyusun Renstra;

menyiapkan RBA;

mengkoordinasikan pelaksanaaan kebijakan BLUD yang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kine{a
operasional serta keuangan Badan l.ayanan Umum Daerah
kepada kepala daerah; dan

tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

b. mengoordinasikanpenyusunan RBA;

c. meyiapkan DPA;

d. melakukan pengelol,aan pendapatan dan belanja;

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang
berada dibawah penguasa.rnnya;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan; dan

j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Teknis Pelayanan Laboratorium sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tuga.s sebagai
berikut:

a. menyusun perenc€rnaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan laboratorium;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
laboratorium sesuai dengan RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional
dan pelayanan laboratorium; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

f

KETIGA

KEEMPAT



KELIMA

KEENAM
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Pejabat Teknis Pengendalian Mutu Laboratorium sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan dibidang pengendalian mutu laboratorium;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
dibidang pengendalian mutu laboratorium sesuai dengan
RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional
dan pelayanan dibidangnya; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2Z' g 2021

GT'BERITUR LIIilPIIIYG,

ARIITAL DJUITAIDI

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Telukbe tung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung

---f{nl---


